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Abstract: The digital transformation of khitbah practices in Indonesia presents
new challenges in ensuring the authenticity of marriage contracts and the
protection of women's rights. This study aims to analyze the legal construction
of wali involvement in digital khitbah and assess its regulatory and normative
implications for contract validity and gender justice. The research is framed by
the tension between classical figh norms requiring the physical presence of a
wali and contemporary practices that accommodate representation through
digital means. The study employs a normative qualitative approach, analyzing
legal documents, religious court decisions, and relevant literature on maqashid
syariah, national law, and digital practices. It also compares findings with
previous studies to identify gaps and opportunities for policy harmonization.
The results indicate that the legal status of wali involvement in digital khitbah
remains ambiguous, with no standardized interpretive guidelines across
jurisdictions. Digital evidence is gradually being accepted but lacks formal
standardization. The study recommends the development of national technical
guidelines governing digital identity verification, valid consent procedures,
and legally recognized witness documentation. These findings highlight the
urgency of policy reform that integrates maqashid syariah, legal certainty, and
gender protection in the digital era

Keywords: digital khitbah, marriage guardian, classical figh, national law, maqashid
syariah, women's protection, digital evidence.

Abstrak: Transformasi digital dalam praktik khitbah di Indonesia
memunculkan tantangan baru dalam menjamin otentisitas akad nikah dan
perlindungan hak perempuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
konstruksi hukum keterlibatan wali dalam khitbah digital, serta menilai
implikasi regulatif dan normatif terhadap keabsahan akad dan keadilan
gender. Konteks penelitian berangkat dari ketegangan antara norma figh
klasik yang menuntut kehadiran fisik wali dan praktik kontemporer yang
mengakomodasi representasi wali melalui media digital. Metode penelitian
yang digunakan adalah pendekatan kualitatif normatif dengan analisis
dokumen hukum, putusan pengadilan agama, dan studi literatur terkait
magqashid syariah, hukum positif, serta praktik digital. Penelitian ini juga
membandingkan  hasil = dengan = studi-studi = sebelumnya  untuk
mengidentifikasi kesenjangan dan peluang harmonisasi kebijakan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan wali dalam khitbah digital masih
berada dalam wilayah abu-abu secara yuridis, dan belum ada pedoman
interpretatif baku yang menjamin konsistensi antar yurisdiksi. Bukti digital
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mulai diakui, namun belum sepenuhnya terstandarisasi. Penelitian ini
merekomendasikan penyusunan pedoman teknis nasional yang mengatur
verifikasi identitas wali, persetujuan digital yang sah, serta dokumentasi saksi
yang dapat diterima secara hukum. Implikasi dari temuan ini menegaskan
pentingnya reformasi kebijakan yang mengintegrasikan maqashid syariah,
kepastian hukum, dan perlindungan hak perempuan dalam era digital.

Kata Kunci: khitbah digital, wali nikah, figh klasik, hukum nasional, magashid
syariah, perlindungan perempuan, pembuktian digital.

PENDAHULUAN

Perubahan praktik khitbah dan akad nikah akibat perkembangan
teknologi komunikasi telah menimbulkan implikasi serius terhadap keabsahan
peran wali dalam hukum keluarga Islam. Wali sebagai salah satu rukun nikah
dalam fikih tradisional maupun kerangka hukum nasional (KHI, UU
Perkawinan) kini menghadapi tantangan baru ketika pra-nikah dilakukan
secara digital atau jarak jauh. Fenomena ini mencakup praktik tawkil,
representasi, dan penggunaan perantara (wali nasab maupun wali hakim)
dalam pembuktian persetujuan serta autentisitas ijab kabul (Edi et al., 2024;
Nurullah et al, 2024). Perkembangan tersebut juga mengangkat isu
perlindungan hak perempuan, khususnya potensi tekanan dan pemaksaan
dalam konteks media baru (Edi et al., 2024; Mutakin & Isroiliyah, 2024).

Kerangka teoretis yang relevan untuk menelaah isu ini menggabungkan
hermeneutik hukum, kepastian hukum, serta perspektif hak asasi dan keadilan
gender. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih komprehensif
terhadap legitimasi peran wali sekaligus dampaknya terhadap otonomi
perempuan (Gani & Nisrina, 2020; Nurullah et al., 2024). Studi empiris dan
yuridis kontemporer juga menunjukkan bagaimana pengadilan agama
mengonsep otentisitas persetujuan dalam lingkungan digital, serta bagaimana
praktik hukum nasional berusaha menyeimbangkan norma figh dengan
kepentingan perlindungan hak perempuan (Athifah & Khuluq, 2023; Wijaya,
2020). Oleh karena itu, penelitian kualitatif diperlukan untuk merumuskan
rekomendasi yuridis yang responsif terhadap dinamika sosial kontemporer
(Arianto & Ponimin, 2025; Gani & Nisrina, 2020).

Meskipun literatur klasik banyak membahas wali dan tawkil, kajian
lintas referensi yang mengintegrasikan norma figh dengan perundang-
undangan nasional serta praktik khitbah digital masih terbatas (Afroo et al.,
2025; Lingga et al., 2024). Bukti empiris mengenai bagaimana pengadilan agama
menilai bukti digital dalam perkara perkawinan juga masih minim, dan
panduan interpretatif yang eksplisit memperhitungkan perlindungan gender
belum memadai (Wijaya, 2020). Selain itu, rekomendasi kebijakan yang
mengharmonisasikan autentisitas administrasi pencatatan nikah dengan
perlindungan hak perempuan dalam khitbah modern masih jarang, terutama
terkait tawkil wali melalui media digital dan verifikasi identitas wali.

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Malaysia, misalnya,
Majelis Agama Islam telah mengeluarkan fatwa tentang keabsahan akad nikah
melalui video conference dengan syarat tertentu, termasuk kehadiran wali

Nusantara Journal of Islamic Studies Vol. 06 No. 02 September 2025 89



secara virtual yang diverifikasi oleh pejabat agama (Hayati et al., 2024). Di
Mesir, Dar al-Ifta menegaskan bahwa akad nikah daring dapat sah jika
terpenuhi syarat saksi dan wali, meskipun tetap menekankan pentingnya
pencatatan resmi (Rohman, 2025). Perbandingan ini menunjukkan bahwa isu
keterlibatan wali dalam khitbah modern merupakan problem global yang
membutuhkan respons hukum kontekstual.

Studi mutakhir menunjukkan fenomena akad nikah non-konvensional,
seperti akad melalui perantara online atau video call, semakin dibahas secara
interdisipliner, menggabungkan analisis teks fikih dan putusan yuridis di
berbagai yurisdiksi Islam modern. Diskursus ini menekankan perlunya
konsensus yuridis baku mengenai verifikasi persetujuan dan kehadiran wali
melalui bukti elektronik, serta adaptasi pedoman administratif nikah tanpa
mengorbankan perlindungan hak perempuan (Hanna et al., 2024; Jamaa, 2018).
Literatur terbaru juga menyoroti dinamika praktik pengadilan agama dalam
menafsirkan otentisitas persetujuan digital, serta potensi harmonisasi antara
magqashid, kepastian hukum, dan hak perempuan dalam konteks digitalisasi
rukun nikah.

Berdasarkan wuraian tersebut, penelitian ini berupaya menjawab
pertanyaan: bagaimana status yuridis keterlibatan wali dalam praktik khitbah
modern yang memanfaatkan media digital, dan bagaimana konstruksi hukum
dapat menjamin otentisitas akad sekaligus melindungi hak perempuan. Tujuan
penelitian ini adalah mengidentifikasi norma fikih dan ketentuan nasional
terkait keterlibatan wali, mengevaluasi yurisprudensi pengadilan agama dalam
menangani bukti komunikasi digital, serta merumuskan rekomendasi yuridis
yang mengharmonisasikan kepastian formal dan perlindungan hak perempuan
dalam praktik wali modern

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan normatif-
yuridis. Desain kualitatif dipilih karena fokus penelitian adalah memahami
makna, norma, dan interpretasi hukum yang melingkupi keterlibatan wali
dalam praktik khitbah modern, bukan sekadar mengukur variabel kuantitatif.
Pendekatan normatif-yuridis menekankan pada analisis teks hukum, baik
berupa nash fikih klasik, peraturan perundang-undangan nasional, maupun
putusan pengadilan agama. Sebagaimana ditegaskan oleh Soerjono Soekanto
(2019), penelitian hukum normatif bertujuan menelaah hukum sebagai norma
tertulis yang hidup dalam masyarakat, sementara pendekatan kualitatif
memungkinkan peneliti menggali makna substantif di balik norma tersebut.

Populasi penelitian ini mencakup dokumen hukum primer dan sekunder
yang relevan dengan isu wali dalam khitbah modern. Dokumen primer
meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi
Hukum Islam, serta putusan pengadilan agama yang berkaitan dengan
pembuktian akad nikah melalui media digital. Dokumen sekunder mencakup
literatur fikih klasik dari mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, serta
karya kontemporer yang membahas peran wali dalam konteks modern
(Nasution, 2020; Nurullah et al.,, 2024). Sampel penelitian dipilih secara
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purposif, yakni putusan pengadilan agama yang secara eksplisit menyinggung
bukti komunikasi digital dalam perkara perkawinan, serta literatur akademik
yang membahas khitbah daring. Pemilihan purposif ini sesuai dengan
pandangan Creswell (2018) bahwa penelitian kualitatif menekankan pemilihan
kasus yang kaya informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian secara
mendalam.

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai
instrumen kualitatif, dengan dukungan perangkat bantu berupa pedoman
analisis dokumen dan matriks kategorisasi norma. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah kitab
tikih, peraturan perundang-undangan, fatwa lembaga keagamaan, serta artikel
jurnal terkini. Selain itu, dilakukan telaah terhadap putusan pengadilan agama
yang tersedia dalam basis data Mahkamah Agung. Sebagaimana dijelaskan
oleh Moleong (2021), penelitian kualitatif menempatkan peneliti sebagai
instrumen utama yang harus peka terhadap konteks, sehingga proses
pengumpulan data dilakukan secara simultan dengan analisis awal.

Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif yang
dikembangkan Miles, Huberman, dan Saldafia (2018), yang meliputi reduksi
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan
dengan memilah norma-norma hukum yang relevan, penyajian data dilakukan
dalam bentuk matriks perbandingan antara norma fikih, hukum nasional, dan
praktik yurisprudensi, sedangkan penarikan kesimpulan dilakukan dengan
mengidentifikasi pola harmonisasi maupun konflik norma. Analisis ini juga
diperkaya dengan pendekatan hermeneutik hukum untuk menafsirkan teks
fikih dan peraturan perundang-undangan dalam konteks digitalisasi
perkawinan (Gadamer, 2013; Gani & Nisrina, 2020).

Prosedur penelitian dilakukan secara bertahap. Tahap pertama adalah
inventarisasi sumber hukum primer dan sekunder melalui penelusuran
pustaka dan basis data hukum. Tahap kedua adalah kategorisasi dokumen
berdasarkan tema, yaitu keterlibatan wali, praktik khitbah digital, dan
perlindungan hak perempuan. Tahap ketiga adalah analisis normatif dengan
menelaah kesesuaian antara norma fikih, peraturan nasional, dan putusan
pengadilan. Tahap keempat adalah sintesis, yaitu merumuskan konstruksi
yuridis yang dapat menjamin otentisitas akad sekaligus melindungi hak
perempuan. Prosedur ini dirancang agar dapat direplikasi oleh peneliti lain,
karena setiap tahap dilengkapi dengan kriteria pemilihan dokumen, teknik
analisis, dan kerangka interpretasi yang jelas.

Dengan desain kualitatif normatif, pemilihan sampel purposif, instrumen
analisis dokumen, serta prosedur penelitian yang sistematis, penelitian ini
diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam
merumuskan model interpretasi hukum keluarga Islam yang relevan dengan
tantangan digitalisasi perkawinan.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Studi ini menegaskan bahwa keterlibatan wali tetap dipandang sebagai
syarat sah akad nikah menurut Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang
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Perkawinan. Namun, praktik khitbah modern melalui media digital
menimbulkan variasi interpretasi terkait kehadiran wali, baik secara fisik
maupun representatif. Putusan pengadilan agama yang dianalisis
menunjukkan bahwa bukti komunikasi digital mulai dipertimbangkan sebagai
alat bukti tambahan, meskipun belum ada standar baku yang mengatur.
Berdasarkan kumpulan referensi yang relevan, analisis sintesis berikut
difokuskan pada transparansi bukti digital, hak perempuan, dan kerangka
kebijakan yang harmonis.

Pertama, validitas kehadiran wali dalam praktik khitbah digital
menunjukkan adanya pergeseran dari kehadiran fisik menuju representasi
melalui tawkil atau wali hakim. Secara normatif, KHI dan UU Perkawinan
tetap menekankan peran wali sebagai syarat sahnya ijab kabul dalam banyak
mazhab fikih klasik, sehingga keberadaan wali secara substansial masih
diandalkan dalam kerangka hukum positif Indonesia (Daud & Sururuie, 2021;
Rahmia et al., 2023). Namun, praktik kontemporer menunjukkan bahwa
otoritas wali dapat dipenuhi melalui representasi atau melalui wali hakim
sebagai alternatif ketika wali nasab tidak dapat hadir secara fisik (NAILA et al.,
2024; Riani et al.,, 2025). Beberapa pengadilan agama mulai menerima bukti
elektronik sebagai bagian dari pembuktian persetujuan dan kehadiran wali,
meskipun pedoman interpretatif baku belum tersedia. Temuan ini sejalan
dengan studi empiris mengenai peralihan pengakuan bukti digital di ranah
perkawinan serta kebutuhan pedoman yang mempertimbangkan maqashid
dan perlindungan hak perempuan (Suarajana et al., 2023).

Kedua, bukti digital seperti chat, video call, rekaman, dan pesan
elektronik lainnya mulai dipertimbangkan sebagai alat bukti tambahan untuk
menunjukkan persetujuan dan kehadiran wali. Namun, belum ada standar
nasional yang mengatur bagaimana otentikasi, integritas, dan konteks
persetujuan digital diverifikasi secara konsisten di semua yurisdiksi Islam di
Indonesia (Andriawan & Sainun, 2024). Penelitian yuridis kontemporer
menekankan pentingnya kerangka interpretatif yang memperhitungkan
perlindungan hak perempuan, termasuk otonomi, kebebasan dari tekanan, dan
persetujuan yang sadar. Diskursus mengenai harmonisasi maqashid dengan
kepastian hukum dan praktik perlindungan gender secara eksplisit menjadi
semakin relevan dalam konteks ini.

Ketiga, terdapat kesenjangan kebijakan yang signifikan. Data primer
menunjukkan kebutuhan akan kebijakan yang mengharmonisasikan
autentisitas administrasi pencatatan nikah dengan perlindungan hak
perempuan dalam praktik khitbah modern. Ini mencakup pedoman untuk
verifikasi identitas wali melalui saluran digital, serta standar dokumentasi yang
cukup kuat untuk validasi persetujuan secara elektronik (NAILA et al., 2024).
Perluasan kajian lintas disiplin yang menggabungkan analisis figh klasik,
perundang-undangan nasional, praktik empiris, dan yurisdiksi multinegara
dapat menawarkan kerangka yang menyeimbangkan hak-hak perempuan,
otoritas wali, serta kepastian hukum nasional. Penekanan pada kerangka
maqashid, hak asasi, dan keadilan gender menjadi inti dalam merumuskan
pedoman implementasi yang responsif terhadap dinamika digitalisasi fisik
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maupun jarak jauh.

Keempat, temuan implisit dari literatur mutakhir menunjukkan adanya
variasi interpretasi terhadap wali washi atau waslhi (wali perantara) antara
mazhab Malik dan Syafi’i terkait kedudukan dan otoritas mereka. Hal ini
relevan untuk konteks peralihan ke media digital sebagai alternatif tawkil.
Pendapat ini memperlihatkan perlunya harmonisasi antara figh tradisional
dengan praktik modern melalui interpretasi maqashid dan kemaslahatan
perempuan (Busahwi et al., 2021). Penelitian tentang perpindahan wali nasab
kepada wali hakim dan praktik taukil di komunitas lokal mengindikasikan
bahwa institusionalisasi peran wali dapat diintegrasikan melalui mekanisme
pengadilan agama, dengan catatan perlindungan hak-hak calon mempelai
perempuan dan keabsahan identitas serta saksi-saksi yang relevan.. Studi
komparatif dan normatif mengenai pandangan figh tentang wali dalam konteks
modern menekankan bahwa hukum positif Indonesia cenderung adaptif
melalui integrasi prinsip maslahat, sehingga kebijakan nasional perlu
menimbang keseimbangan antara rukun nikah dan perlindungan perempuan
dalam era digital (Nur, 2023; Yuda et al., 2023).

Kelima, rekomendasi kebijakan yuridis dan arah riset lanjutan menjadi
penting untuk menjawab tantangan ini. Pedoman interpretatif baku untuk
verifikasi persetujuan digital dan kehadiran wali melalui media elektronik
perlu dikembangkan, dengan menggabungkan standar identitas wali, verifikasi
persetujuan, dan dokumentasi saksi secara digital. Hal ini harus
mempertimbangkan perlindungan hak perempuan secara menyeluruh.
Prosedur pembuktian digital di pengadilan agama juga perlu diformalisasi
dengan kriteria keandalan bukti digital, termasuk keaslian, integritas, dan
konteks persetujuan, serta mekanisme verifikasi lintas lembaga yang menjamin
autentikasi identitas wali dan calon suami/istri. Penelitian empiris
berkelanjutan mengenai implementasi taukil wali melalui platform digital di
berbagai lingkup budaya dan geografis sangat diperlukan, dengan fokus pada
pengalaman praktis di lapangan serta analisis dampaknya terhadap
perlindungan hak perempuan dan akses ke keadilan. Kajian komparatif
internasional mengenai bagaimana yurisdiksi Muslim modern lain mengatur
akad nikah non-konvensional juga dapat memberikan model terbaik bagi
Indonesia dalam menyeimbangkan magqgashid, kepastian hukum, dan
perlindungan perempuan dalam kerangka nasionalnya (Yuda et al., 2023).

Keenam, kerangka teoretis dan metodologis yang diusulkan dalam
penelitian ini memadukan hermeneutik hukum untuk menafsirkan nash dan
norma, teori kepastian hukum, serta kerangka hak asasi gender untuk menilai
legitimasi peran wali dalam konteks digitalisasi khitbah. Penekanan pada
magqashid al-shariah sebagai dimensi normatif yang mengarahkan kebijakan
publik terkait perkawinan jarak jauh dan perlindungan hak perempuan perlu
diberi bobot kuat (Riani et al., 2025). Metodologi yang digunakan adalah
penelitian kualitatif dengan desain multi situs, melibatkan Kantor Urusan
Agama, pengadilan agama, dan komunitas lokal, serta studi komparatif lintas
yurisdiksi. Penggunaan triangulasi data melalui dokumen hukum primer,
putusan pengadilan, wawancara dengan penghulu dan penasihat figh, serta
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studi kasus khitbah digital akan meningkatkan validitas temuan dan
memperkuat rekomendasi kebijakan.

Dengan demikian, hasil dan pembahasan ini menunjukkan bahwa
keterlibatan wali dalam khitbah digital memerlukan pendekatan hukum yang
adaptif, berbasis maqashid, dan berorientasi pada perlindungan hak
perempuan. Literasi hukum digital, pedoman teknis, dan reformasi kebijakan
menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan digitalisasi dalam hukum
keluarga Islam kontemporer.

Landasan fikih klasik menempatkan wali sebagai syarat sah ijab kabul,
dengan kehadiran fisik wali nasab sebagai bentuk otentisitas yang tidak dapat
ditawar (Rahmia et al., 2023). Namun, praktik kontemporer di Indonesia mulai
memberi ruang bagi representasi wali melalui mekanisme tawkil atau wali
hakim ketika wali nasab tidak dapat hadir, dengan syarat adanya verifikasi
identitas dan persetujuan yang sah. Hal ini konsisten dengan literatur mutakhir
yang menyoroti dinamika adaptasi terhadap platform digital tanpa
mengabaikan kerangka hukum positif.

Putusan pengadilan agama menunjukkan bahwa bukti digital seperti
chat, video call, dan rekaman mulai diterima sebagai bagian dari pembuktian
persetujuan dan kehadiran wali, meskipun belum ada standar baku yang
mengikat. Temuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan perlunya
pedoman interpretatif baku yang mempertimbangkan magqgashid syariah dan
perlindungan hak perempuan dalam konteks digitalisasi khitbah.

Implikasi dari temuan ini sangat relevan terhadap isu perlindungan hak
perempuan. Tanpa pedoman baku untuk verifikasi identitas wali melalui
media digital, prosedur pembuktian digital di pengadilan, serta dokumentasi
saksi yang memadai, autentisitas administrasi pencatatan nikah sulit dipastikan
dan perlindungan hak perempuan berisiko terabaikan. Ini konsisten dengan
rekomendasi literatur tentang perlunya kerangka vyuridis terpadu yang
mengintegrasikan magqashid, kepastian hukum, dan perlindungan gender
dalam era digital.

Analisis normatif menunjukkan bahwa otentisitas doktrinal yang
menekankan kehadiran wali secara fisik bertentangan dengan praktik digital
yang mengutamakan efisiensi dan akses. Mekanisme verifikasi digital yang
andal menjadi kebutuhan mendesak. Bukti digital seperti chat, rekaman video,
dan catatan komunikasi dapat digunakan sebagai alat bukti, tetapi tanpa
standar baku, legitimasinya sangat bergantung pada interpretasi pengadilan
dan kualitas verifikasi identitas.

Dalam konteks hak perempuan, data mengindikasikan risiko pemaksaan
atau tekanan dalam skenario digital, terutama jika persetujuan disampaikan
secara tidak sadar atau di bawah pengaruh tekanan jarak jauh. Literatur
empiris menunjukkan bahwa beberapa praktik wali melalui platform online
dapat melemahkan posisi hukum perempuan jika rukun nikah tidak dipenuhi
secara agama. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan hak perempuan
melalui norma kebijakan dan tata kelola bukti digital yang ketat (Novianti,
2021).

Temuan mengenai perlunya pedoman interpretatif baku sejalan dengan
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rekomendasi untuk harmonisasi antara maqashid syariah, kepastian hukum,
dan perlindungan gender dalam kerangka nasional yang sensitif terhadap
digitalisasi. Kerangka kerja yang diusulkan mencakup verifikasi identitas wali
secara digital, standar pembuktian digital yang jelas, serta mekanisme
koordinasi antara KHI, UU Perkawinan, dan peraturan pelaksana terkait
pencatatan nikah.

Interpretasi utama terhadap data adalah bahwa keterlibatan wali dalam
khitbah modern melampaui formalitas hukum dan melibatkan perlindungan
substantif hak perempuan. Ketika bukti digital mulai diakui, kebutuhan akan
pedoman interpretatif yang konsisten menjadi sangat penting untuk mencegah
penyalahgunaan dan memastikan persetujuan yang sah serta otonomi calon
mempelai perempuan.

Temuan signifikan yang ditekankan adalah adanya penerimaan bukti
digital oleh pengadilan agama, namun ketiadaan pedoman interpretatif
menyebabkan potensi inkonsistensi antar yurisdiksi dan kasus. Hal ini
memperkuat argumen untuk mengembangkan kerangka kebijakan nasional
yang menggabungkan maqashid syariah, keadilan gender, dan kepastian
hukum melalui pendekatan lintas-disiplin yang mencakup figh Kklasik,
yurisprudensi kontemporer, dan praktik digital.

Konsekuensi kebijakan dari temuan ini adalah perlunya pedoman
pembuktian digital yang selaras dengan perlindungan hak perempuan. Ini
mencakup verifikasi identitas wali, saksi, dan persetujuan secara digital, serta
harmonisasi antara norma figh, hukum nasional, dan praktik digital
kontemporer.

Pedoman interpretatif baku untuk verifikasi persetujuan digital dan
kehadiran wali melalui media elektronik perlu dikembangkan, dengan
perlindungan hak perempuan sebagai bagian inti. Prosedur pembuktian digital
di pengadilan juga perlu diformalisasi dengan kriteria keandalan bukti digital,
termasuk keaslian, integritas, dan konteks persetujuan, serta mekanisme
verifikasi identitas wali dan saksi.

PEMBAHASAN

Penafsiran hasil penelitian ini berangkat dari dua pertanyaan utama,
yaitu bagaimana konstruksi hukum menjamin otentisitas akad nikah dalam
praktik khitbah digital sambil menjaga hak perempuan, dan bagaimana praktik
digital mempengaruhi perlindungan perempuan dari tekanan atau pemaksaan
dalam proses khitbah.

Pertama, temuan menunjukkan bahwa status yuridis keterlibatan wali
dalam khitbah digital masih belum memiliki kepastian normatif yang seragam.
Secara doktrinal, figh klasik menekankan kehadiran wali secara fisik sebagai
rukun sah akad nikah . Namun, praktik kontemporer di Indonesia mulai
mengakomodasi representasi wali melalui mekanisme tawkil atau wali hakim,
terutama ketika wali nasab tidak dapat hadir secara langsung. Dalam konteks
ini, verifikasi identitas dan persetujuan yang sah menjadi syarat pendukung
yang semakin relevan dalam praktik digital . Temuan empiris menunjukkan
bahwa bukti digital seperti chat, video «call, dan rekaman mulai
dipertimbangkan sebagai alat bukti tambahan dalam proses pembuktian
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kehadiran wali dan persetujuan akad. Namun, belum tersedia pedoman
interpretatif baku yang dapat menjamin otentikasi akad secara konsisten di
seluruh yurisdiksi pengadilan agama .

Kedua, interpretasi terhadap temuan tersebut menegaskan bahwa
konstruksi hukum saat ini belum cukup adaptif terhadap perkembangan
teknologi komunikasi. Otentisitas akad nikah melalui khitbah digital
memerlukan kerangka interpretatif baru yang menggabungkan magqashid
syariah, kepastian hukum positif, dan perlindungan hak perempuan. Literatur
mutakhir mendukung urgensi pembaruan ini dengan menekankan perlunya
harmonisasi antara norma figh, perundang-undangan nasional, dan praktik
digital kontemporer .

Ketiga, dalam menjawab pertanyaan lanjutan mengenai dampak praktik
digital terhadap perlindungan hak perempuan, interpretasi temuan
menunjukkan bahwa meskipun bukti digital dapat digunakan sebagai alat
pembuktian, risiko tekanan, manipulasi, atau pemaksaan tetap ada. Persetujuan
yang disampaikan secara tidak sadar atau di bawah tekanan jarak jauh
berpotensi melemahkan posisi hukum perempuan. Ketidakpastian pedoman
interpretatif meningkatkan potensi inkonsistensi perlindungan antar kasus dan
yurisdiksi . Oleh karena itu, pembaruan regulasi perlu menekankan hak
otonomi perempuan, kejelasan persetujuan yang sadar, serta mekanisme
verifikasi identitas dan saksi dalam bentuk digital yang sah secara hukum .

Keempat, temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa
kehadiran wali dalam khitbah digital bukan sekadar persoalan formalitas
hukum, melainkan menyangkut substansi perlindungan hak perempuan.
Pengadilan agama secara bertahap mulai mengakui bukti digital, namun tanpa
pedoman interpretatif yang konsisten, penerapan bukti tersebut berpotensi
bervariasi antara kasus dan wilayah. Hal ini mempertegas kebutuhan akan
pedoman interpretatif baku yang mengarahkan bagaimana bukti digital
dievaluasi, termasuk keaslian, integritas, konteks persetujuan, dan identitas
wali . Selain itu, diperlukan kerangka kebijakan yang mengintegrasikan
maqashid syariah, kepastian hukum, dan hak perempuan dalam konteks
digitalisasi rukun nikah . Riset lanjutan juga diperlukan untuk
mengharmonisasikan antara norma figh, perundang-undangan nasional seperti
KHI dan UU Perkawinan, serta praktik administrasi pencatatan nikah agar
autentisitas formal tidak mengorbankan perlindungan substantif terhadap
perempuan .

Kelima, implikasi kebijakan dari temuan ini mencakup beberapa langkah
strategis. Pertama, perlu dirancang pedoman nasional yang menjabarkan
standar verifikasi identitas wali melalui media digital, termasuk verifikasi dua
faktor, dokumentasi identitas, dan mandat tawkil yang jelas. Persyaratan
dokumentasi saksi dan persetujuan yang terdokumentasi secara digital juga
harus diatur secara eksplisit . Kedua, prosedur pembuktian digital di
pengadilan agama perlu dikembangkan dengan kriteria keandalan bukti
digital, seperti keaslian, integritas, dan konteks persetujuan, serta mekanisme
verifikasi identitas wali dan nasab yang dapat diterapkan secara nasional tanpa
mengabaikan perlindungan hak perempuan . Ketiga, riset empiris
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berkelanjutan perlu dilakukan melalui studi multi-situs mengenai
implementasi taukil wali melalui platform digital di berbagai budaya dan
daerah, dengan fokus pada dampak terhadap akses ke keadilan dan efektivitas
pedoman baru dalam praktik nyata . Keempat, kajian komparatif internasional
mengenai praktik yurisdiksi Muslim modern terkait akad nikah non-
konvensional dapat memberikan model terbaik yang menyeimbangkan
magqashid dengan kepastian hukum dalam kerangka nasional Indonesia .

Keenam, konstruksi teoretis yang mendukung pemodelan kebijakan
tetap mencakup kerangka hermeneutik hukum untuk interpretasi nash dan
norma, teori kepastian hukum, dan pendekatan hak asasi gender. Penekanan
pada magqgashid al-shariah sebagai pemandu kebijakan publik terkait
perkawinan jarak jauh dan perlindungan hak perempuan menjadi semakin
penting dalam era digital . Metodologi yang direkomendasikan adalah
pendekatan kualitatif multi-situs dengan triangulasi data, termasuk analisis
dokumen hukum primer, putusan pengadilan, wawancara dengan penghulu
dan penasihat figh, serta studi kasus khitbah digital .

Ketujuh, kontribusi terhadap literatur dan kebijakan dapat diringkas
sebagai berikut. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan
pedoman teknis bagi pengadilan agama agar otentisitas akad nikah digital
dapat dijamin tanpa mengompromikan hak perempuan. Literatur mutakhir
mendukung perlunya konsensus yuridis baku dan kerangka kebijakan yang
mengintegrasikan maqashid, kepastian hukum, serta perlindungan gender
dalam era digital . Secara praktis, rekomendasi kebijakan mencakup pedoman
verifikasi digital, prosedur pembuktian digital yang jelas, studi empiris lintas
budaya, dan kajian komparatif internasional untuk membangun kerangka
kebijakan nasional yang responsif terhadap dinamika khitbah modern.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian dengan
literatur yang membandingkan dua tingkat norma: fikih klasik yang
menekankan kehadiran wali secara fisik sebagai rukun sah akad nikah, dan
praktik kontemporer yang mengakomodasi representasi wali melalui wakil
(tawkil) atau wali hakim dalam konteks khitbah digital. Penelitian oleh Aditya
& Fathullah, (2023) menegaskan bahwa keabsahan wali nikah secara figh dapat
bervariasi antar mazhab, namun praktik nasional cenderung mengevaluasi
kesahannya melalui regulasi administratif yang fleksibel. Fatmasari & Bashori,
(2023) menunjukkan bahwa prinsip maqashid syariah telah diterapkan dalam
kebijakan KUA, khususnya dalam kasus wali nikah perempuan yang lahir
kurang dari enam Dbulan, sehingga praktik kontemporer dapat
mengintegrasikan maqashid dalam pelaksanaan administrasi nikah.

Kedua, pengakuan terhadap bukti digital sebagai alat bukti tambahan
dalam proses khitbah digital telah mulai muncul dalam putusan pengadilan
agama. Hasil penelitian ini sejalan dengan literatur kontemporer yang
menekankan perlunya pedoman interpretatif baku dan kerangka magqashid
untuk menjaga perlindungan hak perempuan dalam konteks digitalisasi
perkawinan. Studi-studi tersebut juga menyoroti bahwa otentikasi digital di
pengadilan dapat meningkatkan interoperabilitas antara norma figh,
perundang-undangan nasional seperti KHI dan UU Perkawinan, serta praktik
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administratif di lapangan.

Ketiga, fokus pada perlindungan hak perempuan dalam khitbah digital
menjadi benang merah yang menghubungkan hasil penelitian dengan studi-
studi sebelumnya. Penekanan pada pentingnya otonomi perempuan, serta
perlunya kerangka kebijakan yang menghindari tekanan, pemaksaan, dan
manipulasi dalam persetujuan digital, telah diangkat oleh Riani et al., (2025).
Hasil ini memperkuat urgensi untuk menjamin bahwa persetujuan dalam
khitbah digital harus benar-benar sadar dan bebas dari tekanan, serta didukung
oleh mekanisme verifikasi yang sah secara hukum.

Bagian ini dapat diisi dengan perbedaan yang relevan, misalnya jika
penelitian ini lebih menekankan pada integrasi simultan antara fikih klasik,
hukum positif, dan praktik digital, sementara studi sebelumnya cenderung
membahas aspek tersebut secara parsial atau sektoral.

Pertama, hasil penelitian menegaskan bahwa meskipun bukti digital
telah diakui secara bertahap, belum ada standar nasional baku untuk otentikasi
persetujuan digital dan kehadiran wali. Hal ini sejalan dengan literatur yang
menekankan pentingnya kerangka interpretatif yang menggabungkan
maqashid syariah, kepastian hukum, dan perlindungan gender untuk
memastikan konsistensi putusan di berbagai kasus dan wilayah.

Kedua, penelitian ini menyarankan pembaruan regulasi dan pedoman
teknis bagi pengadilan agama untuk mengakomodasi praktik khitbah digital
secara sah baik secara syariah maupun hukum nasional. Penelitian seperti
Aditya & Fathullah, (2023) mendukung kebutuhan adaptasi kebijakan yang
sensitif terhadap maqashid, hak perempuan, dan kepastian hukum.

Ketiga, pentingnya kajian komparatif internasional untuk memahami
praktik terbaik yang menyeimbangkan maqashid, kepastian hukum, dan
perlindungan hak perempuan dalam konteks digitalisasi rukun nikah menjadi
bagian dari arah kebijakan yang lebih luas. Studi perbandingan antara Yaman
dan Indonesia, serta negara lain seperti Maroko dan Malaysia, memberi
kerangka empirik untuk reformasi kebijakan nasional(Barkah et al., 2024).

Hasil penelitian (Jalil & Wirnanda, 2020) mendukung pemahaman
bahwa terdapat variasi pandangan mazhab terkait keabsahan wali nikah
(Hanafi vs Syafi'i) yang relevan bagi praktik wakil dalam khitbah digital.
Beberapa studi juga menekankan peran wali hakim sebagai alternatif ketika
wali nasab tidak hadir, dengan potensi penerapan taukil sesuai konteks budaya
dan hukum nasional (Solahudin, 2023). Kebijakan PMA dan praktik di berbagai
daerah menunjukkan bagaimana implementasi wali nikah dipengaruhi oleh
regulasi nasional dan praktik lokal, yang perlu dipertimbangkan dalam
kerangka kebijakan nasional yang lebih seragam tetapi tetap sensitif budaya.
Penerapan maqashid syariah sebagai dimensi analitis untuk menilai kebijakan
wali nikah dan prosedur penetapan wali dalam praktik lapangan menjadi tema
yang konsisten dengan studi (Fatmasari & Bashori, 2023).

Hasil perbandingan dengan penelitian sebelumnya menggarisbawahi
posisi abu-abu keterlibatan wali dalam khitbah digital, tetapi menunjukkan
bahwa ruang legitimasi tetap dapat dibangun melalui verifikasi identitas dan
kepatuhan pada persetujuan yang sah ketika khitbah tercatat secara resmi. Ini
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menandai arah kemajuan dalam penelitian dan kebijakan: kebutuhan untuk
pedoman interpretatif baku, peningkatan kerangka pembuktian digital di
pengadilan, serta kajian komparatif internasional untuk membangun kebijakan
nasional yang mempertemukan maqashid, kepastian hukum, dan perlindungan
hak perempuan.

KESEIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi khitbah membawa
konsekuensi penting terhadap konstruksi hukum perkawinan Islam,
khususnya dalam hal keterlibatan wali dan otentisitas akad nikah. Meskipun
figh klasik menekankan kehadiran fisik wali sebagai rukun yang tidak dapat
ditinggalkan, praktik kontemporer mulai mengakomodasi representasi wali
melalui tawkil atau wali hakim, terutama dalam kondisi tertentu yang
didukung oleh verifikasi identitas dan persetujuan yang sah.

Pengadilan agama mulai membuka ruang bagi bukti digital sebagai alat
pembuktian, namun belum tersedia pedoman interpretatif yang seragam untuk
menilai keabsahan persetujuan dan kehadiran wali secara daring. Hal ini
menimbulkan ketegangan antara otentisitas doktrinal dan efisiensi
administratif, serta berdampak langsung pada perlindungan hak perempuan
dalam proses khitbah digital.

Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi dan pedoman
teknis yang mengatur verifikasi digital, pembuktian persetujuan, dan
dokumentasi saksi secara sah. Selain itu, pendekatan kebijakan yang
mengintegrasikan maqashid syariah, kepastian hukum, dan keadilan gender
menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa transformasi digital dalam
praktik khitbah tidak mengorbankan prinsip-prinsip perlindungan dan
legitimasi hukum.

Sebagai arah lanjutan, kajian komparatif lintas yurisdiksi dan studi
empiris di lapangan diperlukan untuk memperkuat kerangka hukum nasional
yang responsif terhadap dinamika sosial, teknologi, dan kebutuhan keadilan
dalam masyarakat Muslim modern.
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